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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 

7.1.1 Input 

 

a. DKK Kota Padang dan ke 5 (lima) Puskesmas Koto Tangah belum memiliki 

juknis kebijakan Permenkes No. 97 Tahun 2014 terkait pemeriksaan status 

anemia catin karena DKK berasumsi Permenkes ini sudah rinci menyangkut 

tupoksi Puskesmas, juknis seharusnya dibuat oleh pusat, tidak ada kewajiban 

melaksanakannya serta Pergub belum ada sehingga turunan perwakonya belum 

bisa dibuat. Petunjuk pelaksanaan kebijakan ini hanya berdasarkaan leaflet 

Kartu Catin Sehat. 

b. Ketersediaan SDM yang melaksanakan Permenkes ini sudah mencukupi. 

 

Namun perlu peningkatan pengetahuan SDM terkait pemeriksaan status 

anemia catin dengan cara petugas yang mengikuti sosialisasi selalu 

mensosialisasikan ilmunya lagi kepada petugas lainnya. 

c. Perencanaan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pemeriksaan status 

anemia catin belum ada karena operasional kegiatan ini sudah terpenuhi dari 

program lain, ditambah lagi kunjungan catin baru sekitar 30 % dari seluruh 

kujungan catin di Kantor KUA Koto Tangah. Namun diperlukan anggaran 

biaya untuk pengadaan alat pemeriksaan Hb dengan metode 

Cyanmethaemoglobin (autoanalyzer). 

d. SOP pelayanan catin secara tertulis baru dibuat oleh Puskesmas Air Dingin. 

 

Alasan beberapa puskesmas tidak memiliki SOP tertulis adalah tergantung 



2 

2 

 

 

kapasitas Kepala Puskesmasnya, tidak ada punishment sehingga kegitan ini 

belum prioritas dan kemampuan puskesmas melaksanakan kegiatan berbeda. 

MOU dengan KUA Koto Tangah sudah ada di 5 (lima) puskesmas. Namun 

untuk tahun 2021 belum ada perpanjangan MOU. MOU DKK dengan 

Kemenag juga belum ada karena pelayanan catin bersama di kecamatan sudah 

ada MOU Puskesmas dengan KUA dan sudah berjalan. 

e. Sarana prasarana yang terdiri dari alat pemeriksaan Hb, reagen dan tablet Fe 

dan kartu calon pengantin sehat untuk kegiatan ini sudah tersedia. Namun alat 

pemeriksaan status anemia catin di puskesmas berbeda-beda. 

7.1.2 Process 

 

a. Perencanaan khusus untuk kegiatan pemeriksaan status anemia catin belum ada 

hanya mengacu kepada renstra saja sehingga tidak ada RKA (Rencana Kerja 

Anggaran) yang detail untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ini. 

b. Puskesmas tidak ada membuatkan SK khusus kegiatan ini karena sudah 

menjadi uraian tugas, tupoksi pegawai dan sudah melekat pada koordinator 

program Kespro catin atau  Kesehatan Ibu. 

c. Pelaksanaan pemeriksaan status anemia catin di puskesmas cukup beragam 

sesuai dengan penafsiraan masing-masing puskesmas terhadap kartu catin 

sehat sehingga komponen input, process dan output untuk kegiatan ini belum 

terpenuhi. Hal ini disebabkan regulasi yang belum tegas. 

d. Monev kegiatan pemeriksaan status anemia catin di DKK Kota Padang dan di 

5 (lima) Puskesmas Koto Tangah belum ada karena data kasus kejadiannya 

belum banyak serta pandemi mengurangi kunjungan catin ke Puskesmas. 
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Monev saat lokmin di puskesmas juga belum fokus 

membahas status anemia catin karena puskesmas terfokus 

pelayanan covid-19. 

e. Pencatatan/pelaporan kegiatan pemeriksaan status anemia 

catin berbeda di 5 (lima) puskesmas. Ada yang telah 

membuat laporan dan menyerahkannya sejak tahun 2019, 

tapi ada yang baru mulai menyerahkannya di bulan Agustus 

2020 ke Kesga Gizi DKK Kota Padang, yaitu Puskesmas 

Dadok Tunggul Hitam. Hal ini karena baru bulan tersebut 

semua catin di periksa status anemianya dan diisikan ke 

leaflet kartu catin sehat. Selain itu sarana prasarana belum 

memadai dan penguatan pencatatan/pelaporan kegiatan ini 

dari DKK belum ada, hanya sekedar dijalankan saja. 

7.1.3 Output 

 

Output kegiatan pemeriksaan status anemia catin dalam 

hal target belum ada dari DKK Kota Padang sehingga capaiannya 

pun belum bisa dianalisa. Hal ini karena secara nasional data 

anemia catin belum ada sehingga tidak bisa menetapkan target. 

7.2 Saran 

 

7.2.1 Bagi Pemerintahan Kota Padang 

 

Pemerintah Kota Padang hendaknya dapat melahirkan 

perwako dan ikut mengkoordinasikan implementasi Permenkes 

No. 97 Tahun 2014 kepada lintas sektor terkait, yaitu DKK Kota 

Padang, Kemenag Kota Padang, Dinas DP3P2KB, KUA dan 

puskesmas. 
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7.2.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang 

 

a. Diharapkan DKK Kota Padang mendorong segera lahirnya 

perwako terkait pemeriksaan status anemia catin wanita 

berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 sehingga Permenkes 

No.97 Tahuan 2014 dapat diimplementasikan secara 

optimal. Selanjutnya juknis di puskesmas dan KUA dapat 

dibuat berdasarkan perwako  tersebut. 

b. Mengadakan koordinasi dan komunikasi yang intensif 

antara DKK Kota Padang dan Kemenag Kota Padang untuk 

melahirkan MOU terkait program Kespro catin dalam hal 

ini kegiatan pemeriksaan status anemia catin. 

c. Mempersiapkan semua komponen implementasi kebijakan 

mulai dari input, process dan output untuk kegiatan 

pemeriksaan status anemia catin guna mempersiapkan 

kehamilan dan persalinan yang sehat serta melahirkan bayi 

yang sehat. 

7.2.3 Bagi Puskesmas 

 

a. Meningkatkan koordinasi, komitmen dan evaluasi MOU 

pelayanan catin bersama dengan KUA Koto Tangah. 

b. Untuk Puskesmas Lubuk Buaya, Anak Air, Ikur Koto dan 

Dadok Tunggul Hitam diharapkan segera membuat SOP 

pelayanan catin yang termasuk di dalamnya pemeriksaan 

status anemia catin dan melaksanakannya secara konsisten. 

c. Puskesmas Lubuk Buaya, Ikur Kota dan Dadok Tunggul 

Hitam disarankan dapat mencontoh pelaksanaan kegiatan 
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ini kepada Puskesmas Air Dingin dan Anak Air. 

d. Menyediakan anggaran untuk pengadaan alat pemeriksaan 

Hb dengan metode Cyanmethaemoglobin (autoanalyzer) 

yang terstandarisasi, meski tidak anggaran tahun ini, bisa 

dianggarkan pada anggaran tahun-tahun berikutnya. 

e. Melaksanakan monev pelayanan pemeriksaan status anemia 

catin setiap lokmin. 

f. Setiap catin yang berkunjung dilakukan KIE secara 

berkualitas sesuai dengan kartu catin sehat. 

7.2.4 Bagi Catin 

 

Untuk persiapan kehamilan sehat dianjurkan kepada 

semua catin untuk memeriksakan Hbnya ke puskesmas. 

7.2.5 Bagi peneliti selanjutnya 

 

Perlu penelitian yang lebih lanjut tentang faktor-faktor 

yang memepengaruhi komitmen pemerintah daerah dan lintas 

sektor dalam mengatasi masalah anemia catin untuk menunjang 

keberhasilan implementasi Permenkes No. 97 Tahun 2014 

secara optimal. 

 


